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ABSTRAK

Pasal 458 ayat (13) UU Pemilu menyatakan bahwa putusan DKPP bersifat final dan
mengikat. Namun dalam praktiknya, penerapan putusan DKPP sering Kali
menghadapi tantangan dan kontroversi, terutama terkait dengan pemahaman dan
implementasi putusan DKPP Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019 tentang pelanggaran
kode etik penyelenggara pemilu, yang menjadi contoh nyata dari kompleksitas yang
ada. Putusan ini tidak hanya berdampak pada individu yang terlibat, tetapi juga
berdampak luas terhadap kepercayaan publik. Rumusan masalah dalam penelitian
adalah bagaimana analisis hukum makna final dan mengikat putusan DKPP Nomor
317-PKE-DKPP/X/2019 tentang pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.
Kedua, bagaimana tinjauan siyasah qadhaiyyah terhadap makna final dan mengikat
putusan DKPP Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019 tentang pelanggaran kode etik
penyelenggara pemilu.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan
perundang-undangan dan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui analisis
terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur terkait. Sementara teori yang
digunakan dalam penelitian ini adalah teori kewenangan, teori kepastian hukum dan
siyasah gadhaiyyah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, putusan DKPP yang bersifat final
dan mengikat memiliki kekuatan hukum langsung yang harus ditaati oleh pihak-
pihak terkait, yaitu Presiden, KPU, dan Bawaslu. Namun tidak ditindaklanjutinya
Putusan MK Nomor 31/PUU-X1/2013, adanya Keppres Nomor 34/P Tahun 2020
atas tindak lanjut putusan DKPP Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019 yang digugat ke
PTUN bertentangan dengan ketentuan UU Pemilu dan tidak berkepastian hukum.
Kedua, dari perspektif siyasah gadhaiyyah, proses gugatan terhadap tindak lanjut
putusan DKPP yang dianggap cacat hukum ke PTUN sesuai dengan prinsip-prinsip
Peradilan Islam dalam penyelesaian perkara, yang menekankan pada keadilan.

Kata Kunci: Putusan DKPP, Final dan Mengikat, Etika Penyelenggara Pemilu
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPBULIK INDONESIA

Translitrasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan
bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan
Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan literasi Arab-Latin dalam skrispi ini
menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama
Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Secara garis beasr uraiannya

adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab Nama Huruf latin Nama
| Alif Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan
< Ba’ B be
< Ta’ T te
& Sa S Es (dengan titil di
atas)
c Jim J je
z Ha‘ H ha (dengan titik di
bawah)
z Kha’ Kh ka dan ha
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3 Dal D de
A Zal Ze (dengan titik di
Z atas)
J Ra’ R er
B Zai Z zet
o Sin S es
B Syin Sy es dan ye
o= Sad S es (dengan titik di
bawah)
o= Dad D de (dengan titik di
bawah)
L Ta‘ T te (dengan titik di
bawah)
L Za Z zet (dengan titik di
bawah)
& ‘Ain ¢ Koma terbalik di
atas
¢ Gain G ge
— Fa’ F ef
S Qaf Q qi
4 Kaf K ka
J Lam L ‘el

viii




a Mim M ‘em
O Nun N ‘en
5] Waw W w
> Ha’ H ha
2 Hamzah ‘ apostrof
S Ya’ Y ye
B. Konsonan Rangkap karena Syaddah
Bamdis ditulis Muta’addidah
S ditulis ‘iddah
C. Ta’ Marbitah di Akhir Kata
1. Bila dimatikan ditulis h
A ditulis hikmah
e ditulis ‘illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam

bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki

lafal aslinya).

2. Bila diikuti kata sandnag al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis

dengan h.

a8 el

ditulis

Karamah al-Auliya’

3. Bila ta’ marbltah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah

ditulis t atau h.




B kil ditulis Zakah al-Firi
D. Vokal Pendek
1. el et Fathah ditulis a
2. —mm meen Kasrah ditulis i
3. ——-- imme- Dammah ditulis u
E. Vokal Panjang
1. Fathah+alif ditulis a
Ol ditulis Istiksan
2. Fathah + ya’ mati ditulis a
[~ ditulis Unsa
3. Kasrah + ya’ mati ditulis 1
sl ditulis al- ‘Alwani
4, Dammah + wawu mati ditulis Q
psle ditulis ‘Uliim
Vokal Rangkap
1. Fathah + ya’ mati ditulis ai
po nt ditulis Gairihim
2. Fathah + wawu mati ditulis au
Js8 ditulis Qaul




Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

Apostrof
asill ditulis a’antum
el ditulis u’iddat
OY A5 ditulis la’in syakartum

Kata Sandang Alif+ Lam

a. Bila diikuti huruf Qamariyah

o) Al

ditulis

Al-Qur’an

ool

-

ditulis

al-Qiyas

b. Bila diikuti huruf syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf

Syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf | (el)nya.

Al N ditulis ar-Risalah
s Ll ditulis an-Nisa’
Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat
Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.
dal 1l ditulis Ahl ar-Ra’yi
dal ) ditulis Ahl as-Sunnah

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak lazim berlaku pada:

Xi




Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdpat dalam
Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat
dan sebagainya.

. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di Latinkan
oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Figh Mawaris, Figh Jinayah
dan sebagainya.

Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari
negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab,
Ahmad Syukri dan sebagainya.

. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, mislanya,
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia telah memposisikan dirinya sebagai negara hukum. Sebagaimana
tegas dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga kekuasaan pemerintah harus
memiliki dasar dan berasal dari ketentuan undang-undang.! Dalam konteks
negara hukum, pemilihan umum memegang peran penting sebagai mekanisme
perwujudan kedaulatan rakyat. Pemilihan umum di Indonesia diatur dalam
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang
selanjutnya disebut UU Pemilu.?

Untuk menciptakan pemilu yang selaras dengan prinsip-prinsip demokrasi,
keberadaan penyelenggara pemilu dinilai sangatlah krusial.* Menurut UU
Pemilu terdapat tiga lembaga utama penyelenggara pemilu di Indonesia, yaitu
Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Masing-masing lembaga
ini memiliki peran dan fungsi yang spesifik dalam mengawal proses pemilu agar

berlangsung sesuai aturan dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.*

! Thomas Tokan Pureklolon, Negara Hukum Dalam Pemikiran Politik, (Yogyakarta: PT
Kanisius, 2020), him. 7.

2 Indriana F., Pemilu di Indonesia, (Tangerang: Loka Aksara), him. 8.
3 Sigit Pamungkas, Perihal Pemilu, him. 73-74.
4 Willa Wahyuni, “3 Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum,” Hukum Online,

https://www.hukumonline.com/berita/a/3-lembaga-penyelenggara-pemilihan-umum-
1t641d630e05e1f/, diakses pada 4 Maret 2024.



https://www.hukumonline.com/berita/a/3-lembaga-penyelenggara-pemilihan-umum-lt641d630e05e1f/
https://www.hukumonline.com/berita/a/3-lembaga-penyelenggara-pemilihan-umum-lt641d630e05e1f/

DKPP berperan penting dalam menjaga integritas dan kredibilitas institusi
penyelenggara pemilu melalui pengawasan dan penegakan kode etik.®> Tugas
dan wewenang tersebut dilakukan setelah adanya proses verifikasi dan
pemeriksaan administrasi atas pengaduan oleh pihak yang dirugikan dengan
adanya pelanggaran kode etik oleh penyelenggara pemilu. Setelah melalui
proses persidangan dan pemeriksaan bukti, DKPP memiliki wewenang untuk
mengeluarkan sebuah putusan yang sifat putusannya final dan mengikat.®
Sebagaimana ketentuan Pasal 458 ayat (13) UU Pemilu. Menurut Jimly Ash
shiddigie, kata final berarti putusan tersebut langsung memiliki kekuatan
hukum saat diucapkan dan tidak ada upaya hukum lanjutan, sedangkan kata
mengikat adalah adanya sifat memaksa sehingga putusan tersebut wajib
dilaksanakan.’

Pada tahun 2019, DKPP mengeluarkan putusan yang memberikan sanksi
pemberhentian tetap dengan tidak hormat terhadap salah satu anggota
komisioner KPU RI yaitu Evi Novida Ginting Manik, melalui Putusan Nomor
317-PKE-DKPP/X/2019. Atas dasar putusan tersebut, presiden mengeluarkan
keputusan presiden (Keppres) Nomor 34/P Tahun 2020, yang berisi
pemberhentian secara tidak hormat kepada Evi Novida Ginting Manik sebagai

komisioner KPU RI untuk masa jabatan 2017-2022.

5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

6 Saleh, Hukum Acara Sidang Etik Penyelenggara Pemilu (Jakarta: Sinar Grafika, 2017),
him. 153.

" 1bid.



Putusan DKPP yang dijadikan dasar dikeluarkannya Keppres tersebut
dianggap tidak sesuai dengan prosedur pemeriksaan oleh DKPP, sehingga
putusan tersebut dianggap cacat yuridis. Karena merasa dirugikan atas hal
tersebut, Evi mengajukan gugatan terhadap Keppres 34/P 2020 ke Pengadilan
Tata Usaha (PTUN) Jakarta, yang kemudian permohonannya dikabulkan pada
23 Juli 2020 melalui putusan Nomor 82/G/2020/PTUN-JKT yang membatalkan
Keppres Nomor 34/P Tahun 2020 serta merehabilitasi nama baik Evi Novida
Ginting sebagai pemohon.®

DKPP beranggapan bahwa keputusan yang dikeluarkan sudah tepat sesuai
dengan ketentuan UU Pemilu. Namun pada kenyataannya putusan tersebut
tidak dapat serta merta dilaksanakan. Di samping itu, Mahkamah Konstitusi
melalui putusan Nomor 155/PHPU-D-X1/2013 telah menyatakan bahwa DKPP
merupakan organ tata usaha negara yang bukan bagian dari lembaga peradilan
atau lazim disebut sebagai lembaga quasi judicial .’

Putusan DKPP tidak hanya berdampak pada individu yang terlibat, tetapi
juga berdampak luas terhadap kepercayaan publik. Kasus-kasus seperti
pemberhentian Evi Novida Ginting Manik memicu perdebatan publik dan
menguji batas-batas kewenangan DKPP serta respon institusi lain, seperti
PTUN dan Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan kronologi yang telah

dipaparkan, dapat ditelaah bahwa terdapat permasalahan serius dalam

8 Surawijaya, “Makna Final dan Mengikat Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara
Pemilu (DKPP) (Studi Putusan Nomor 317-Pke-DKPP/X/2019 Perihal Pemberhentian tetap secara
tidak hormat komisioner Komisi Pemilihan Umum),” Juridica, Vol.4 No.2 (2023), him. 24.

® Andriansyah dan Muthia’ah Maizaroh, Rasionalisasi Putusan DKPP Sebagai Objek
Pengujian di PTUN, Nomokrasi, Vol.1 No.1 (2023), him. 61.



penyelesaian perkara etik oleh DKPP, yang sifat final dan mengikat putusannya
menjadi kontroversi.

Oleh karena itu, penulis bermaksud untuk melakukan penelitian terkait
makna final dan mengikat pada Pasal 458 ayat (13) UU Nomor 7 Tahun 2017
Tentang Pemilihan Umum, yang kemudian dianalisis menggunakan perspektif
siyasah gadhaiyyah, yang memberikan pandangan hukum Islam tentang
kekuasaan yudisial. Teori ini relevan untuk memahami bagaimana putusan
DKPP harus diimplementasikan. Maka penulis mengambil judul dalam
penelitian dengan “Analisis Hukum Makna Final dan Mengikat Putusan
DKPP Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019 Tentang Pelanggaran Kode Etik

Penyelenggara Pemilu”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana analisis hukum makna final dan mengikat putusan DKPP
nomor 317-PKE-DKPP/X/2019 tentang pelanggaran kode etik
penyelenggara pemilu?

2. Bagaimana tinjauan siyasah gadhaiyyah terhadap makna final dan
mengikat putusan DKPP nomor 317-PKE-DKPP/X/2019 tentang

pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu?



C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a.

Untuk menganalisis bagaimana makna final dan mengikat dalam
Putusan DKPP
Untuk menganalisis tinjauan siyasah dusturiyah terhadap makna final

dan mengikat putusan DKPP

2. Manfaat Penelitian

a.

Secara teoritis

Penelitian ini akan memperkaya wawasan ilmu hukum, khususnya
terhadap kajian hukum tata negara dan pemilu di Indonesia. Selain itu,
penelitian ini juga menawarkan pemahaman yang lebih komprehensif
tentang kedudukan dan kewenangan DKPP dalam system hukum
Indonesia. Tentu hal ini berkaitan dengan bagaimana putusan DKPP
yang bersifat final dan mengikat dapat diinterpretasikan dan
diimplementasikan.
Secara Praktis

Penelitian 'ini dapat menjadi panduan bagi para penyelenggara
pemilu, dalam memahami dan menjalankan kewenangannya sesuai
dengan prinsip hukum vyang berlaku dan diharapkan mampu
memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan untuk melakukan
penyempurnaan regulasi terkait putusan DKPP, sehingga menciptakan

sistem pemilu yang lebih transparan dan akuntabel.



D. Telaah Pustaka

Sebagai bahan pendukung penelitian ini, penulis telah melakukan
penelusuran menyeluruh terhadap berbagai karya ilmiah sebelumnya, termasuk
jurnal, artikel dan sumber relevan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.
Adapun hasil penelusuran yang diperoleh adalah sebagai berikut:

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Melynda Nur Halimah dengan judul
“Sifat Final dan Mengikat Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
(DKPP) Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (Studi Terhadap Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-X1X/2021).”*° Penelitian ini membahas
dasar pertimbangan putusan dewan kehormatan penyelenggara pemilu bersifat
final dan mengikat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan
bagaimana sifat final dan mengikat putusan dewan kehormatan penyelenggara
pemilu menurut putusan mahkamah konstitusi nomor 32/PUU-X1X/2021. Hasil
dari penelitian ini adalah latar belakang pertimbangan DKPP bersifat final dan
mengikat yakni adanya tujuan mewujudkan kepastian hukum terkait DKPP
sebagai peradilan etik, selain itu juga adanya permasalahan yang terjadi dalam
KPU dan Bawaslu yang tidak bisa diselesaikan sendiri dan demi melaksanakan
prinsip-prinsip yang dianut oleh DKPP dalam memberikan solusi yang adil
kepada para pihak yang berperkara. Kedua, hadirnya Mahkamah Konstitusi

sebagai pengawal konstitusi dan penafsir demokrasi memberikan penegasan

10 Melynda Nur Halimah, “Sifat Final dan Mengikat Putusan Dewan Kehormatan
Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (Studi Terhadap
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XIX/2021),” Skripsi Universitas Islam Indonesia
(2023).



terkait sifat putusan DKPP yang mana sifat final mengikat tersebut berlaku
kedalam, sehingga tak ada lagi yang hak konstitusionalnya diciderai.

Kedua, skripsi Muhammad Alfi Zikri, dengan judul “Dugaan Pelanggaran
Etika Penyelenggara Pemilu Pada Karnaval HUT Kemerdekaan RI di
Kabupaten Brebes (Studi Putusan Atas Putusan DKPP Nomor 262 Tahun
2018).1! Penelitian ini membahas tentang dugaan pelanggaran oleh anggota
KPU Kabupaten Brebes dalam karnaval kemerdekaan HUT RI. Setelah melalui
pemeriksaan oleh DKPP, putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap atau
inkrah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelanggaran kode etik dan
pedoman perilaku penyelenggara pemilu terbukti dilakukan oleh teradu
sedangakan penerimaan atas pemberian sejumlah uang terhadap teradu bukan
hal yang disengaja.

Ketiga, jurnal Muhammad Nur Ramadhan dengan judul “Eksistensi
Gugatan Tata Usaha Negara Terhadap Keputusan Tindak Lanjut Putusan
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum”.}2 Penelitian ini
membahas tentang gugatan surat keputusan atas tindak lanjut putusan DKPP ke
Pengadilan Tata Usaha Negara. Hasil dari penelitian ini adalah PTUN
setidaknya mengabulkan tiga gugatan atas tindaklanjut putusan DKPP,

sementara gugatan lainnya ditolak oleh PTUN. Atas Putusan Mahkamah

11 Muhammad Alfi Zikri, “Dugaan Pelanggaran Etika Penyelenggara Pemilu Pada
Karnaval HUT Kemerdekaan RI di Kabupaten Brebes (Studi Putusan Atas Putusan DKPP Nomor
262 Tahun 2018),” Skripsi Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri (2023).

12 Muhammad Nur Ramadhan, “Eksistensi Gugatan Tata Usaha Negara Terhadap
Kepurusan Tindak Lanjut Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum,” Jurnal
Bawaslu Kepulauan Riau, Vol.4 No.1, (2022).



Konstitusi Nomor 32/PUU-XI1X/2021, ditegaskan bahwa tindak lanjut Putusan
DKPP dapat diajukan sebagai objek gugatan tata usaha.

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Syafrijal Mughni Madda dkk, dengan
judul “Problematika Pengawasan Tindak Lanjut Putusan Bawaslu dan DKPP
dalam Penegakan Hukum Pemilu”.®® Jurnal ini membahas tentang kepastian
hukum dalam pelaksanaan tindak lanjut putusan Bawaslu dan DKPP, serta
cakupan pengawasan Bawaslu terhadap pelaksanaan tindak lanjut putusan
DKPP. Hasil dari penelitian ini ditemukan adanya ketidakpastian hukum dalam
pelaksanaan putusan Bawaslu dan DKPP yang harus ditindaklanjuti. Kemudian
Mahkamah Konstitusi memberikan pandangan bahwa sifat final dan mengikat
dari putusan DKPP berlaku untuk KPU, Bawaslu, dan Presiden, serta
pelaksanaannya diawasi oleh Bawaslu. Selain itu, peraturan Bawaslu belum
mengatur secara rinci tentang mekanisme pemantauan tindak lanjut putusan
Bawaslu dan DKPP. Oleh karena itu, diperlukan peraturan khusus dari Bawaslu
yang mengatur hal tersebut.

Kelima, jurnal yang ditulis oleh Surawijaya dengan judul “Makna Final dan
Mengikat Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemiu (DKPP) (Studi
Putusan Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019 Perihal Pemberhentian tetap secara

tidak hormat komisioner Komisi Pemilihan Umum).* Hasil penelitian ini

13 Qyafrijal Mughni Madda dkk, “Problematika Pengawasan Tindak Lanjut Putusan
Bawaslu dan DKPP dalam Penegakan Hukum Pemilu,” Jurnal Konstitusi, Vol.19 No.4, (2022).

14 Surawijaya, “Makna Final dan Mengikat Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara
Pemilu (DKPP) (Studi Putusan Nomor 317-Pke-DKPP/X/2019 Perihal Pemberhentian tetap secara
tidak hormat komisioner Komisi Pemilihan Umum),” Juridica, Vol.4 No.2 (2023).



diperoleh bahwa Putusan tersebut final dan mengikat bagi organ Tata Usaha
Negara. Sehingga, putusan DKPP tidak dapat diajukan upaya hukum atas
putusan etik, dan mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU
Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu untuk melaksanakan putusan DKKP.
Berdasarkan beberapa penelitian yang telah disebutkan, penelitian ini
menawarkan perspektif baru yang membedakannya dari penelitian sebelumnya.
Penelitian ini menghadirkan kebaruan melalui pendekatan teoritis yang berbeda
dan analisis yang mendalam terhadap makna final dan mengikat putusan DKKP
dalam Pasal 458 ayat (13) UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum,

yang kemudian ditinjau menggunakan siyasah gadhaiyyah.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teori digunakan untuk mengkaji dan menjawab isu masalah yang
dirumuskan. Dalam penelitian ini menggunakan beberapa teori, yaitu sebagai
berikut:

1. Teori Kewenangan
Kewenangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan
sebagai hak dan kekuasaaan yang dimiliki untuk melakukan sesuatu.'®

Secara konseptual kewenangan atau wewenang kerap dianggap sama

dengan konsep bevoegheid (yang berarti wewenang atau berkuasa).®

15 Kamus Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Departement Pendidikan Nasional (Jakarta:
Pusat Bahas, 2008) him. 1621.

16 Yusri Munaf, Hukum Administrasi Negara (Riau: Mapoyan Tujuh Publishing), him. 52.
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Kewenangan adalah konsekuensi dari hubungan hukum yang ada. Dalam
konteks hukum administrasi negara, hubungan ini terbentuk antara
pemerintah sebagai pihak yang memerintah, sementara masyarakat sebagai
pihak yang diperintah. Dalam hal ini, pemerintah sebagai penguasa,
menjalankan bestuurzorg yakni kepentingan umum yang dilaksanakan oleh
penguasa administrasi negara. Untuk itu, penguasa harus memiliki
wewenang.'’

Ateng Syarifudin menyatakan bahwa kewenangan dan wewenang
memiliki pengertian yang berbeda. Kewenangan merujuk pada kekuasaan
formal, berarti berasal dari undang-undang, sementara wewenang
mencakup tindakan hukum publik, yang tidak hanya mencakup wewenang
untuk membuat keputusan pemerintah, tetapi juga mencakup wewenang
untuk memberikan dan melaksanakan tugas, yang distribusi wewenang ini
diatur oleh peraturan perundang-undangan. Dalam terminologi hukum,
wewenang dipahami sebagai kemampuan yang diberikan oleh peraturan
perundang-undangan untuk mendatangkan akibat hukum.*8

Setiap tindakan yang diambil oleh pemerintah harus didasarkan
kewenangan yang sah.'® Kewenangan tersebut diperoleh dari peraturan

perundang-undangan melalui 3 cara, yaitu atribusi, delegasi, mandat. H.D.

Grafika,

17 Tedi Sudrajat, Hukum Birokrasi Pemerintah: Kewenangan Dan Jabatan (Jakarta: Sinar
2017), him. 52-53.

18 Riawan Tjandra, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), him. 96.

19 1bid, him. 101.
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Van Wijk Willem Konjinenbelt mendefinisikan tiga cara tersebut sebagai
berikut:
a. Atribut
Wewenang pemerintah oleh pembuat undang-undang kepada organ
pemerintah.
b. Delegasi
Pelimpahan wewenang pemerintahan kepada organ pemerintahan
kepada organ pemerintahan lainnya.
c. Mandat

Mandat yang terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan

kewenangannnya dijalankan oleh organ lain atas namanya.?

Sebagai lembaga penyelenggara pemilu, DKPP  memiliki
kewenangan yang sah, yang diatur oleh undang-undang. Dalam UU Nomor
7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum telah diatur wewenang, tugas dan
kewajiban DKPP. Melalui UU tersebut dapat menentukan kedudukan
lembaga negara yang kemudian dapat ditemukan sejauh mana limitasi
kewenangan DKPP, termasuk dalam mengeluarkan putusan terhadap
penyelenggara pemilu yang diduga melakukan pelangggaran kode etik.
Oleh karena itu, teori ini penting digunakan untuk dapat menganalisis

bagaimana makna final dan mengikat dari putusan DKPP.

20 Evi Oktarina, Kewenangan Legislatif dan Ekskutif Dalam Pembentukan Undang-undang

Sebelum Dan Sesudah Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, (Yogyakarta: Deepublish, 2022),

him. 12.
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2. Teori Kepastian Hukum
Kepastian berarti ketentuan atau ketetapan. Dalam konteks hukum,
kepastian merupakan elemen yang tidak dapat dipiasahkan dari hukum itu
sendiri.?! Menurut pandangan Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum
adalah perlindungan bagi para pencari keadilan dari tindakan sewenang-
wenang, yang berarti seseorang akan mendapatkan apa yang diharapkan
dalam kondisi tertentu.??
Gustav Radbruch menyatakan empat aspek penting terkait makna
kepastian hukum, yaitu:
a. Hukumitu bersifat positif, yang artinya hukum positif merujuk pada
perundang-undangan
b. Hukum didasarkan pada fakta, yakni berdasarkan kenyataan
c. Fakta harus dirumuskan secara jelas untuk menghindari kesalahan
pemahaman, dan agar mudah diterapkan
d. Hukum positif sebaiknya tidak mudah diubah.
Pandangan tersebut berakar pada pemahaman yang mendasar tentang
kepastian hukum. Dalam pandangan ini, kepastian hukum tidak hanya
berhubungan dengan penerapan hukum, tetapi juga mencakup kejelasan dan

ketegasan tentang isi hukum itu sendiri. Dengan kata lain, kepastian hukum

21 Margono, Asas Keadilan, Kemanfaatan & Kepastian hukum dalam Putusan Hakim
(Jakarta: Sinar Grafika, 2019), him. 115.

22 |bid.
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merupakan hasil dari hukum atau lebih spesifik lagi, dari perundang-

undangan.?®

Jan M. Otto berpendapat bahwa kepastian hukum dalam situasi tertentu
memerlukan beberapa syarat, yaitu
a. Adanya aturan hukum yang jelas, konsisten dan mudah diperoleh serta

diterbitkan oleh otoritas negara

b. Institusi pemerintah harus menerapkan dan mematuhi aturan hukum
tersebut secara konsisten.

c. Hakim yang independent dan tidak berpihak harus menerapkan aturan-
aturan hukum secara konsisten dan dalam menyelesaikan sengketa
hukum

d. Keputusan peradilan harus dilaksanakan secara secara konkret.
Berdasarkan syarat-syarat tersebut mengindikasikan bahwa kepastian

hukum akan tercapai apabila substansinya dapat memenuhi kebutuhan

masyarakat.?*

Untuk menjamin kepastian hukum, pemerintah dan pengadilan memiliki
peran yang sangat penting. Peraturan pelaksana yang pemerintah keluarkan
harus selaras dengan peraturan perundang-undangan. Jika peraturan
tersebut bertentangan, maka pengadilan harus tegas menyatakan bahwa

peraturan itu batal demi hukum.?®

23 Sulaeman Jajuli, Kepastian Hukum Gadai.. ., him. 51-52.
24 Ibid, hlm. 52.

%5 Sulaeman Jajuli, Kepastian Hukum Gadai..., him. 138.
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Teori digunakan untuk menjawab rumusan masalah dengan
menganalisis bagaimana ketegasan dan kejelasan putusan DKPP mengenai
pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu beradasarkan indikator-
indikator yang telah disebutkan diatas. Putusan yang keluarkan DKPP
bersifat final dan mengikat. Meskipun sebelumnya telah dilakukan
pengujian terhadap norma yang sama, hingga Mahkamah Konstitusi
mengeluarkan putusan Nomor 31/PUU-XI1/2013, namun dalam Undang-
Undang Pemilihan Umum yang saat ini berlaku, frasa final dan mengikat
tersebut kembali digunakan. Oleh karena itu, teori ini perlu digunakan untuk
menjawab serta menganalisis bagaimana kepastian hukum atas makna final
dan mengikat putusan DKPP dalam Pasal 458 ayat (5) UU Pemilu yang

berkaitan dengan kasus Putusan DKPP Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019.

3. Teori Siyasah Qadhaiyyah
Dalam hukum islam, siyasah gadhaiyyah merupakan salah satu
konsep yang ada dalam figh siyasah. Penggabungan antara kedua kata
tersebut membentuk terminologi baru yaitu siyasah gadhaiyyah.?® Siyasah
berasal dari kata sasa, yang artinya mengatur, mengurus, dan memerintah,
atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijakan. Berdasarkan
pengertian tersebut mencerminkan bahwa siyasah memiliki tujuan untuk

mengatur, mengurus dan membuat kebijakan atas sesuatu yang sifatnya

% Mulia Sari dkk, Analisis Siyasah Qadha’iyyah Terhadap Pemberhentian Presiden
Melalui Mahkamah Konstitusi, Jurnal Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi
Negara, Vol. 2 No.1 (2023), him.45.
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politis. Dlam hal ini, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan siyasah secara
terminologi bahwa siyasah adalah pengaturan perundangan yang dibentuk
untuk menjaga ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur suatu keadaan.?’

Kemudian, kata qadhaiyyah secara bahasa berasal dari kata gadha’
yang memiliki arti putus atau selesai.?® Dalam arti istilah a-qadha’, terdapat
beberapa pendapat seperti yang dikemukakan oleh Az Zuhri bahwa al-
gadha’ adalah memutuskan sesuatu dan menyempurnakannya. Sementara
menurut Athiyah Musyrifah, al-gadha’ berarti menyelesaikan sengketa
untuk menghilangkan gugatan-menggugat dan memutuskan sengketa
dengan hukum syar’iy yang didasarkan pada Al-Qur’an dan Sunnah.?®
Dalam bahasa Indonesia, al gadha’ diartikan sebagai peradilan dan
pengadilan dari kata adil yang memiliki arti benar; tidak berat sebelah
sebagai salah satu lembaga hukum Islam.*®* Muhammad Salam Madzkur
merumuskan unsur-unsur peradilan dengan istilah rukun gadha’ yang terdiri

dari hakim, hak, penggugat, tergugat dan hukuman/putusan.®

27 Muhammad Igbal, Figih Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Kencana,
2019), him.3-4.

28 Muhammad Salam Madkur, Peradilan Dalam Islam (Surabaya: PT Bina llmu Offset,
1993), him.19.

29 Oyo Sunaryo, Perkembangan Peradilan Islam dari Kahin di Jazirah Arab ke Peradilan
Agama di Indonesia (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011) him.2.

30 Kamsi, Peradilan dan Hukum Acara Islam dalam Lintasan Sejarah (Depok: PT Raja
Grafindo Persada, 2019), him.4.

31 Oyo Sunaryo Mukhlas, Perkembangan Peradilan...,hlm. 7.
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Dalam UU Pemilu telah disebutkan bahwa DKPP merupakan
lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas menangani pelanggaran kode
etik pemilu. Proses penegakan etik dilakukan dengan sidang secara terbuka
dan hasil akhir dalam rapat pleno menghasilkan sebuah putusan. Dalam
Islam kewenangan mengadili perkara dilakukan oleh sulthah gadhaiyyah.
Dengan demikian, penyelesaian perkara oleh DKPP dapat dikatakan relevan
dengan pembahasan siyasah gqadhaiyyah. Oleh karena itu, permasalahan ini

dapat dianalisis dengan teori siyasah gadhaiyyah.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang
proses penelitiannya dilakukan untuk meneliti dan menganalisis hukum
sebagai suatu sistem norma, aturan, asas, prinsip hukum. Penelitian ini juga
melibatkan kajian terhadap doktrin hukum, teori hukum dan literatur terkait
untuk menemukan jawaban atas permasalahan hukum yang sedang
diteliti.®? Penelitian yuridis normatif juga lazim disebut sebagai penelitian
kepustakaan atau doktrinal, karena penelitian ini hanya melibatkan analisis

terhadapperaturan tertulis atau bahan-bahan hukum yang ada.

48.

32 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum (Mataram: Mataram University Press, 2020), him.

33 Muhaimin, Metode Penelitian. .., him. 44.
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2. Pendekatan Penelitian
Pendekatan penelitian dilakukan untuk mendapat jawaban atas isu
hukum yang diteliti dalam penelitian, sehingga diperoleh informasi yang
sesuai dan relevan.® Pendekatan penelitian yang digunakan dalam
penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Pendekatan peraturan perundang-undangan, ialah pendekatan mengkaji
semua peraturan dan regulasi yang berkaitan dengan isu permasalahan
yang dibahas. Peraturan perundang-undangan yang akan ditelaah dalam
penelitian ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan
Umum dan regulasi terkait lainnya.

b. Pendekatan kasus vyaitu pendekatan yang dilakukan dengan
menganalisis kasus-kasus yang telah diputuskan oleh pengadilan dan
telah memiliki kekuatan hukum tetap.®® Pendekatan kasus yang ditelaah
dalam penelitian ini adalah melalui putusan DKPP Nomor 317-PKE-
DKPP/X/2019 Tentang Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

3. Teknik Pengumpulan Data
Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yang berfokus
pada penelusuran komperhensif terhadap berbagai peraturan perundang

undangan berkaitan langsung dengan isu hukum yang dibahas. Selain itu,

34 Djulaeka, Buku Ajar Metode Penelitian Hukum (Surabaya: Scopindo Media Pustaka,
2020), him. 33.

35 Muhaimin, Metode Penelitian..., him. 56-57.
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penelitian ini juga memanfaatkan berbagai sumber refensi seperti buku,

jurnal, kamus dan literatur terkait lainnya.%

4. Sumber Data

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan sumber data yang

mencakup:

a. Bahan hukum primer

C.

1)
2)
3)

4)

5)

6)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-X1X/2021

Putusan DKKP Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019 Tentang
Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu

Keputusan Presiden 34/P Tahun 2020 Tentang Pemberhentian
dengan Tidak Hormat Anggota Komisi Pemilihan Umum Masa
Jabatan Tahun 2017-2022

Putusan PTUN Nomor 82/G/2020/PTUN-JKT

Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder akan menguraikan dan memberikan

penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang berupa buku, jurnal

ilmiah dan lainnya yang relevan dengan isu hukum yang dibahas dalam

penelitian ini.

Bahan hukum tersier

36 Muhaimin, Metode Penelitian..., him. 65.
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Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini berupa
kamus, majalah, ensiklopedia, surat kabar dan sumber sejenis lainnya,
yang akan menjadi petunjuk atau pejelasan atas bahan hukum primer
ataupun bahan hukum sekunder.3’

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan menelaah hasil pengolahan data yang
didukung dan dibantu dengan teori-teori yang digunakan dalam penelitian.3®
Teknik analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah deskriptif
analitis yaitu menguraikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan
dengan teori-teori hukum sebagai objek penelitian.®® Kemudian, fakta yang
ditemukan diuraikan untuk menarik kesimpulan dan saran dengan metode
berpikir deduktif yang menarik kesimpulan dari hal bersifat umum menuju

hal bersifat khusus.*°

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan memahami alur penelitian ini, penulis memberikan
gambaran umum penelitian dalam sistematika pembahasan. Adapun sistematika

pembahasan dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut

87 Zainuddin Ali, Metode Penelitian..., him. 176.
38 |bid, hlm. 92.
39 |bid, hlm. 175.

40 Jonaedi Efendi, dan Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris
(Jakarta: Kencana, 2018), him. 236.
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Bab pertama, berisi pendahuluan yang memuat latar belakang masalah,
rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka dan kerangka teoritik,
metodologi penelitian dan sistemtika pembahasan.

Bab kedua, berisi penjelasan teori kewenangan, kepastian hukum, dan
siyasah gadhaiyyah yang digunakan sebagai alat untuk menganalisis dan
menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

Bab ketiga, berisi landasan hukum atau data sebagai tinjauan umum
mengenai sifat final dan mengikat putusan DKPP dan menguraikan serta
menjelaskan kedudukan tugas dan wewenang DKPP dalam penyelenggaraan
pemilu sesuai dengan sumber hukum terkait seperti UU Pemilu hingga putusan
Mahkamah Konstitusi.

Bab keempat, berisi hasil analisis yang dilakukan terhadap makna final dan
mengikat Putusan DKPP Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019 yang kemudian
ditinjau dari perspektif siyasah gadhaiyyah.

Bab kelima, berisi penutup yang memuat kesimpulan berdasarkan hasil
analisis dalam penelitian dan saran. Kesimpulan dalam bagian ini adalah
jawaban dari permasalahan mengenai makna final dan mengikat putusan DKPP.
Selain itu, saran berisi pendapat penulis sebagai sumbangsih pemikiran dalam

menyelesaikan pokok permasalahan guna kemajuan hukum diteliti.
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BAB V
KESIMPULAN

A. Kesimpulan

1. Final dan mengikat putusan DKPP mengikat bagi Presiden, KPU, KPU
Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan Bawaslu, sebagai pihak yang wajib
menindaklanjuti atas dikeluarkannya putusan DKPP. Final dan
mengikat putusan DKPP tidak dapat disamakan dengan dengan lembaga
peradilan yang diatur dalam UUD 1945, hal ini dikarenakan DKPP
sebagai organ tata usaha negara memiliki batasan-batasan dalam
menjalankan kewenangan yang DKPP diperoleh melalui undang-
undang sebagai lembaga negara penunjang dan bukan lembaga
peradilan yang diatur dalam UUD 1945. Namun tidak diakomodirnya
Putusan MK Nomor 31/PUU-XI1/2013, menjadikan putusan DKPP
Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019 vyang tindaklanjutnya digugat ke
PTUN, tidak sesuai dengan ketentuan UU Pemilu dan tidak berkepastian
hukum. Untuk itu, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan Nomor
32/PUU-XI1X/2021 yang menegaskan hal yang sama dengan putusan
Mahkamah Konstitusi  Nomor 31/PUU-XI/2013 sehingga tidak
menimbulkan pertentangan antara keduanya, dalam memaknai frasa
final dan mengikat putusan DKPP.

2. Dalam perspektif siyasah gadhaiyyah, pemaknaan dan pelaksanaan
terhadap putusan DKPP Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019 yang digugat

ke PTUN telah sesuai dengan ketentuan Islam. Pengambilan keputusan

80
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dalam Islam harus sesuai dengan prosedurnya. Dalam perkara tersebut,
DKPP tidak mematuhi prosedur yang seharusnya, sehingga putusan
yang dikeluarkan cacat hukum dan sah untuk dilakukan upaya hukum

untuk mendapat keadilan.

B. Saran

1. Untuk lebih menjamin kepastian hukum, pasal 458 ayat (13) UU Pemilu
yang mengatur tentang sifat putusan DKPP perlu dilakukan perubahan
sesuai dengan bunyi putusan Mahkmah Konstitusi. Di samping itu,
perlu dibentuk aturan tentang mekanisme upaya hukum yang jelas
terhadap putusan DKPP serta Batasan yang jelas bagi PTUN dalam
menindaklanjuti putusan DKPP sebagai perwujudan check and
balences.

2. DKPP sebagai lembaga yang menegakkan kode etik penyelenggara
pemilu, dalam menjalankan tugasnya harus mematuhi mekanisme
persidangan sesuai dengan peraturan DKPP tentang pedoman beracara

yang berlaku, sehingga putusannya.
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